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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI SP4N-LAPOR! DALAM PENINGKATAN LAYANAN 

PENGADUAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN TANGERANG 

 

Oleh 

 

WULAN SUCI WAHYU LESTARI 

 

Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dalam pengelolaan 

layanan pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang masih belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya 

responsivitas, kendala teknis sistem, dan kurangnya pemahaman pegawai serta 

masyarakat dalam memanfaatkan kanal SP4N-LAPOR!. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis implementasi SP4N-LAPOR! dalam peningkatan layanan 

pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 

serta menganalisis faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier dengan tiga indikator utama: 

tingkat kemudahan suatu permasalahan untuk diatasi, kemampuan kebijakan dalam 

proses implementasi, dan faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi 

implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi 

SP4N-LAPOR! telah diterapkan sesuai ketentuan, namun belum berjalan secara 

optimal. Hambatan utama terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap keberadaan dan penggunaan aplikasi, respons yang lambat, serta alur 

disposisi yang terlalu panjang. Selain itu, koordinasi internal dan kapasitas petugas 

masih perlu diperkuat agar proses penanganan pengaduan dapat dilakukan secara 

cepat dan tuntas. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas petugas 

melalui pelatihan teknis, memperkuat infrastruktur teknologi, optimalisasi fitur 

sistem seperti disposisi otomatis, serta peningkatan strategi sosialisasi kepada 

masyarakat untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas layanan pengaduan 

melalui SP4N-LAPOR!. Hal ini diharapkan dapat mendorong transparansi 

pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pelayanan administrasi kependudukan.  

Kata Kunci: SP4N-LAPOR!, implementasi kebijakan, layanan pengaduan, 

pelayanan publik  



ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF SP4N-LAPOR! IN IMPROVING COMPLAINT 

SERVICES AT THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL 

REGISTRATION OF TANGERANG REGENCY 

 

By 

 

WULAN SUCI WAHYU LESTARI 

 

The implementation of the National Public Service Complaint Management System 

for People's Online Aspiration and Complaint Services (SP4N-LAPOR!) in 

managing complaint services at the Department of Population and Civil 

Registration of Tangerang Regency has not been fully optimized. This is evident 

from the low level of responsiveness, technical system constraints, and limited 

understanding among both staff and the public in utilizing the SP4N-LAPOR! 

platform. This study aims to analyze the implementation of SP4N-LAPOR! in 

improving complaint services at the Department of Population and Civil 

Registration of Tangerang Regency and analyze the inhibiting factors. This 

research uses a descriptive qualitative method, with data collected through 

interviews, observations, and documentation. The theory used in this study is the 

policy implementation theory by Mazmanian and Sabatier which consists of three 

main indicators: the tractability of the problem, the ability of the policy to structure 

implementation, and non-statutory variables affecting implementation. The results 

of the study, in general, the implementation of SP4N-LAPOR! has been carried out 

according to the established regulations but remains suboptimal. The main 

obstacles include a limited public awareness and understanding of the platform, 

delayed responses, and an overly lengthy disposition process. In addition, internal 

coordination and the capacity of staff still need to be strengthened to ensure 

efficient and thorough complaint handling. Therefore, enhancing staff capacity 

through technical training, improving technological infrastructure, optimizing 

system features such as automated disposition, and strengthening public outreach 

strategies are essential to ensure the effectiveness and accountability of complaint 

services via SP4N-LAPOR!. These efforts are expected to promote public service 

transparency and strengthen public participation in the oversight of population 

administration services. 

Keyword: SP4N-LAPOR!, policy implementation, complaint services, public 

service 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik 

melalui inovasi pelayanan digital, salah satunya ialah sarana pengaduan masyarakat 

(Lia & Tukiman, 2024). Tingginya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola 

pemerintahan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, khususnya dalam pengelolaan pengaduan masyarakat (Mursalim, 2018). 

Pengaduan adalah bentuk partisipasi masyarakat di mana masyarakat dapat secara 

langsung melaporkan masalah mereka kepada pemerintah dengan harapan 

pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik (Pratama, 2022). 

Pemerintah menyediakan aplikasi sarana pengaduan dengan menggunakan sistem 

informasi yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan 

Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat yang biasa disebut dengan SP4N-LAPOR! 

(Wulandari, 2023). Kehadiran SP4N-LAPOR! memiliki manfaat bagi pemerintah 

dan masyarakat karena proses interaksi antara keduanya menjadi lebih mudah 

(Fahasen, 2024).  

SP4N-LAPOR! memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan 

keluhan, aspirasi, maupun permintaan informasi kepada instansi pemerintah dengan 

cara yang praktis, cepat, dan terbuka (Nurhadi dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan 

prinsip digital governance yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi 

dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan pemerintahan (Algazo & 

Ibrahim, 2021). Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam 

menikmati pelayanan yang diberikan serta ikut berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kritik, saran, dan argumentasi 

terkait kinerja pelayanan pemerintahan (Yulianto, 2022). 

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik, sarana pengaduan diwajibkan untuk disediakan oleh 
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setiap penyelenggara bagi mereka yang mengelola pelayanan publik. Hal ini 

didukung oleh Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, di mana sarana pengaduan harus disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik dan pelaksana yang kompeten ditugaskan untuk mengelola 

pengaduan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mewajibkan mekanisme 

pengelolaan pengaduan untuk disusun oleh penyelenggara dengan mengedepankan 

prinsip cepat dan tuntas. Oleh karena itu, roadmap pengembangan Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dikeluarkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan 

ditetapkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 3 tahun 2015. Peraturan ini dijadikan dasar bagi disahkannya 

SP4N-LAPOR! sebagai sarana pengaduan masyarakat digital di Indonesia 

(Narayana & Amri, 2023).  

Sistem ini dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia, serta Kantor Staf Presiden. 

Kolaborasi antara kementerian dan lembaga tersebut bertujuan untuk 

mengoptimalkan citra pelayanan publik dan menjadikannya lebih baik terhadap 

masyarakat Indonesia (Boellan, 2022). Sebagai admin nasional, KemenPAN-RB 

mengumumkan data pengaduan pada platform SP4N-LAPOR!. Data ini 

menunjukkan bahwa 657 lembaga pemerintah di seluruh Indonesia telah terhubung 

dengan SP4N-LAPOR!, termasuk lembaga tingkat pusat dan daerah (Nugroho dkk., 

2023). Dengan keterhubungan yang luas saat ini, diharapkan dalam proses 

penanganan pengaduan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan 

efisien.  

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas terkait SP4N-LAPOR! di berbagai 

daerah. Beberapa studi mengungkapkan keberhasilan SP4N-LAPOR! dalam 

meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengaduan digital, penelitian 

yang dilakukan oleh Kurniawan dkk (2024) menunjukkan bahwa koordinasi dan 

komunikasi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat telah meningkat dengan 

adanya SP4N-LAPOR!. Hasil penelitiannya sejalan dengan penelitian Nurhadi dkk 

(2023) yang menemukan bahwa pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi 

terkait kinerja pemerintah dapat disampaikan oleh masyarakat melalui SP4N-
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LAPOR!, dengan begitu masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Akan tetapi di penelitian lain mengungkapkan adanya kendala 

yaitu beberapa pengaduan tidak dijawab secara spesifik sesuai inti masalah dan 

respons dari petugas sering kali bersifat umum (Lia & Tukiman, 2024). Hal tersebut 

juga didukung oleh penelitian Fahasen (2024) yang menyebutkan bahwa 

masyarakat masih tidak puas dengan sistem pengaduan karena seringkali 

pengaduan yang dilaporkan diselesaikan dengan cepat tanpa disertai bukti tindak 

lanjut. 

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penerapan SP4N-LAPOR! di setiap 

daerah memiliki keunggulan serta hambatan yang berbeda tergantung dari kondisi 

daerahnya masing-masing. Perbedaan ini mencerminkan bahwa keberhasilan 

SP4N-LAPOR! sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas sumber 

daya, serta dukungan pemerintah daerah dalam menjalani SP4N-LAPOR! dengan 

baik. Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi adanya permasalahan dalam 

penerapan SP4N-LAPOR! khususnya pada tahap implementasinya. Hal ini 

mendorong peneliti untuk menelusuri sejauh mana SP4N-LAPOR! telah 

diimplementasikan dengan efektif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tangerang. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor penghambat 

yang mempengaruhi penerapan SP4N-LAPOR!. Keterkaitan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian terkait penerapan 

SP4N-LAPOR! yang berfungsi sebagai sarana pengaduan dan penyampaian 

aspirasi masyarakat di instansi pemerintahan.  

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan SP4N-

LAPOR! sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan 

pengaduan. Melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, pemerintah Kabupaten Tangerang 

mengatur penggunaan SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan utama. Peraturan 

tersebut menetapkan SP4N-LAPOR! sebagai sistem wajib bagi seluruh perangkat 

daerah dalam mengelola layanan pengaduan publik. Dalam pasal 3 Ayat (1) 

menyebutkan bahwa pengaduan dikelola secara nasional melalui SP4N-LAPOR!, 

hal ini menegaskan terkait komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang untuk 

mengintegrasikan kanal pengaduan ini sebagai saluran yang transparan dan 
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akuntabel sesuai kebijakan nasional dari pemerintah pusat. Kabupaten Tangerang 

menjadi salah satu daerah di Provinsi Banten yang menerapkan pengaduan 

masyarakat dengan menggunakan SP4N-LAPOR!. Selain itu, Kabupaten 

Tangerang pun bertanggung jawab untuk memenuhi standar pelayanan publik, 

salah satunya dalam menangani pengaduan masyarakat (Larasati & Citrawan, 

2024). Implementasi SP4N-LAPOR! di Kabupaten Tangerang diharapkan dapat 

menjadi alat yang efektif untuk memfasilitasi semua pengaduan masyarakat. Hal 

ini dapat membantu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan pemerintah daerah kabupaten Tangerang.  

 

Gambar 1. 10 Daerah dengan Laporan di SP4N-LAPOR! Terbanyak 

Sumber: Website SP4N-LAPOR! (2024) 

 

Berdasarkan gambar 1, Kabupaten Tangerang menduduki peringkat ke-3 dengan 

laporan terbanyak pada kategori pemerintahan daerah dibandingkan dengan daerah 

lainnya (Yulianto, 2022). Selain itu, Kabupaten Tangerang termasuk sebagai daerah 

percontohan nasional yang terpilih oleh KemenPAN-RB bersama dengan daerah 

lainnya yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Sleman, Provinsi Sumatera Barat, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Daerah-daerah tersebut 

dipilih dari hasil asesmen dan audiensi yang dilakukan di tahun 2018 dan 2019. 

Pemilihan daerah percontohan ini juga mempertimbangkan banyak faktor, 

termasuk dukungan dari pimpinan daerah terpilih, ketersediaan fasilitas dan 

infrastruktur, sumber daya manusia, kondisi geografis, dan dukungan dari negara 
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mitra seperti lembaga pembangunan United Nations Development Programme dan 

Korea International Cooperation Agency (Nurhadi dkk, 2023). 

Seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Tangerang telah menggunakan SP4N-

LAPOR! sebagai layanan pengaduan utama, salah satunya yaitu Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Dinas ini menjadi salah 

satu unit pelayanan publik yang paling sering menerima pengaduan dari 

masyarakat, khususnya terkait administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu 

Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Berdasarkan data 

pra-riset peneliti, berikut ini perbandingan dari 5 kategori pengaduan yang paling 

sering mendapat laporan melalui SP4N-LAPOR: 

Sumber: Laporan tahunan SP4N-LAPOR! Kabupaten Tangerang (2024) 

Gambar 2 menunjukkan bahwa kategori administrasi kependudukan merupakan 

kategori yang menerima laporan melalui SP4N-LAPOR! tertinggi dibandingkan 

dengan kategori lainnya dengan total jumlah 2.447 laporan. Hal ini menunjukkan 

bahwa layanan administrasi kependudukan merupakan layanan yang paling banyak 

dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Tingginya jumlah laporan pada 

kategori ini juga mencerminkan bahwa isu-isu kependudukan seperti keterlambatan 

pencetakan dokumen, kesalahan data, serta ketidaksesuaian prosedur pelayanan 

masih menjadi persoalan dominan yang dihadapi oleh masyarakat. 

53%

22%
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Administrasi
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Infrastruktur Jalan

Pencemaran Lingkungan

Ketentraman dan
ketertiban

Pemerintah Desa

Gambar 2. Diagram Top 5 Kategori Laporan melalui SP4N-LAPOR! di 

Kabupaten Tangerang 
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Berdasarkan hasil pra-riset, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang menerapkan upaya strategis dalam menyampaikan informasi terkait 

SP4N-LAPOR!, hal ini merupakan upaya penting dalam memastikan bahwa 

masyarakat dapat mengetahui adanya SP4N-LAPOR! serta kegunaannya. Melalui 

pemberian informasi tersebut, masyarakat didorong untuk lebih aktif menggunakan 

SP4N-LAPOR! sebagai sarana utama dalam menyampaikan pengaduan dan 

aspirasi mereka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 

telah melakukan sosialisasi terkait penggunaan dan manfaat SP4N-LAPOR! kepada 

masyarakat, upaya tersebut tidak sepenuhnya menjamin bahwa masyarakat akan 

memanfaatkan SP4N-LAPOR! dengan baik. 

Gambar 3. Perbandingan data jumlah pengaduan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 

(2024) 

 

Data pada gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah pengaduan yang masuk dari 

SP4N-LAPOR! dengan pengaduan secara langsung memiliki perbandingan yang 

sangat jauh. Pengaduan melalui SP4N-LAPOR! paling banyak hanya mencapai 904 

pengaduan pertahun, sedangkan pengaduan secara langsung mencapai 4924 

pengaduan pertahun. Berdasarkan hasil pra-riset, diketahui bahwa respons petugas 

terhadap laporan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! seringkali terlambat, 

sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menyebabkan 

masyarakat enggan untuk menggunakan kembali SP4N-LAPOR!. Dengan begitu, 

261 176 358
748 904846 673

4768 4924
4593

2020 2021 2022 2023 2024
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dapat dibuktikan bahwa SP4N-LAPOR! di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil masih belum berjalan dengan optimal (Hasil wawancara peneliti, 18 

September 2024). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti tertarik 

pada penelitian ini dengan judul “Implementasi SP4N-LAPOR! dalam 

Peningkatan Layanan Pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tangerang”. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memberikan 

saran perbaikan pada implementasi SP4N-LAPOR! di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang berfungsi untuk meningkatkan 

kualitas layanan pengaduan. Selain itu, dapat mendorong masyarakat Kabupaten 

Tangerang untuk lebih partisipatif dalam penyampaian aduan atau aspirasi yang 

dapat membantu pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengetahui kebutuhan 

masyarakat.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi SP4N-LAPOR! dalam peningkatan layanan 

pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi SP4N-LAPOR! dalam 

peningkatan layanan pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tangerang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis proses implementasi SP4N-LAPOR! dalam peningkatan 

layanan pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang. 

2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam implementasi SP4N-LAPOR! 

dalam peningkatan layanan pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tangerang. 

 



8 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas 

wawasan akademik serta menjadi sumber referensi yang relevan bagi 

pengembangan karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang 

membahas implementasi kebijakan dalam peningkatan layanan pengaduan. Hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi berbagai instansi pemerintahan dalam 

merumuskan strategi dan inovasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih 

efektif, responsif, dan akuntabel, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus 

ditingkatkan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan yang bermanfaat terkait 

implementasi SP4N-LAPOR! khususnya bagi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, masyarakat, atau stakeholder lainnya. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

penggunaan SP4N-LAPOR! serta peningkatan layanan pengaduan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dalam penelitian 

yang dilakukan. Beberapa penelitian yang dijadikan referensi oleh peneliti adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 1. Penelitian terdahulu 

Nama Penulis Judul Hasil Penelitian Batasan Penelitian 

Kurniawan dkk, 

(2024) 

Efektivitas 

Penyelesaian 

Pengaduan 

Masyarakat 

Melalui Aplikasi 

Layanan Aspirasi 

Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR) 

di Lingkungan 

Kementerian 

Dalam Negeri 

Republik 

Indonesia 

Penelitian menunjukkan bahwa 

aplikasi LAPOR di Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri) 

telah meningkatkan koordinasi 

dan komunikasi dalam 

pengelolaan pengaduan 

masyarakat, dengan tingkat 

penyelesaian mencapai 100%. 

Namun, terdapat tantangan pada 

kualitas tanggapan, tingginya 

pengaduan langsung, dan 

ketidakpuasan publik terkait 

responsivitas akibat pergantian 

personel. Hambatan lain 

meliputi keterbatasan sumber 

daya manusia, anggaran, dan 

kurangnya sosialisasi aplikasi. 

Direktorat Fasilitasi Pengaduan 

dan Manajemen Informasi 

berupaya mengatasi kendala ini 

melalui pemantauan, pembaruan 

regulasi, dan peningkatan 

koordinasi. Meskipun 

menunjukkan potensi, sistem ini 

masih memerlukan perbaikan 

dalam kepuasan pengguna dan 

kecepatan penyelesaian 

pengaduan. 

 

Fokus penelitian ini 

adalah untuk 

menganalisis 

efektivitas aplikasi 

LAPOR dalam 

mengelola dan 

menyelesaikan 

pengaduan 

masyarakat di 

lingkungan 

Kementerian Dalam 

Negeri Republik 

Indonesia.  

Fahasen (2024) Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pengaduan 

Pelayanan Publik 

Melalui Inovasi 

(SP4N-LAPOR!) 

di Kabupaten 

Sukoharjo 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat keterlibatan 

masyarakat di Kabupaten 

Sukoharjo dalam aplikasi SP4N-

LAPOR! cukup tinggi. Dari 103 

laporan yang diterima pada 

tahun 2023, 76 persen, atau 78 

laporan, telah diselesaikan, 

Fokus penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

bagaimana 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengaduan 

pelayanan publik 
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Provinsi Jawa 

Tengah 

sementara 24 persen, atau 25 

laporan, masih dalam proses 

penyelidikan. Meskipun 

demikian, ketidakpuasan 

masyarakat terhadap sistem 

pengaduan tetap ada, karena 

pengaduan yang dilaporkan 

sering diselesaikan secara instan 

tanpa disertai bukti tindakan 

lanjut. Selain itu, hambatan-

hambatan seperti kurangnya 

kesadaran dan pemahaman 

masyarakat mengenai aplikasi 

SP4N-LAPOR! sebagai sarana 

pengaduan juga ditemukan. 

 

melalui aplikasi 

SP4N-LAPOR!, 

faktor-faktor 

pendukung dan 

penghambatnya, 

serta upaya yang 

dilakukan oleh 

Diskominfo 

Kabupaten 

Sukoharjo untuk 

meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengaduan 

pelayanan publik. 

Sowa dkk, 

(2024) 

 

Optimalisasi 

Aplikasi SP4N 

(Sistem 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Pelayanan Publik 

Nasional) LAPOR 

dalam 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat di 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Kabupaten 

Sidoarjo Provinsi 

Jawa Timur 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aplikasi SP4N-LAPOR! 

di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sidoarjo 

telah dianggap optimal 

berdasarkan indikator kualitas 

informasi, sistem, layanan, 

penggunaan, dan kepuasan 

penggunaan. Namun, kualitas 

sistem dan data masih perlu 

ditingkatkan. Faktor internal 

yang mempengaruhi adalah 

kurangnya pembaruan aplikasi 

dan website yang tidak selalu 

dapat diakses, sedangkan faktor 

eksternal adalah kurangnya 

partisipasi masyarakat Sidoarjo 

dalam penggunaan aplikasi 

SP4N-LAPOR!. 

 

Fokus penelitian ini 

adalah untuk 

menganalisis 

optimalisasi aplikasi 

SP4N (Sistem 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Pelayanan Publik 

Nasional) LAPOR! 

dalam pengelolaan 

pengaduan 

masyarakat di Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Kabupaten Sidoarjo 

serta menganalisis 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kinerja aplikasi. 

 

Bae et al, (2023)  The Relationship 

Between 

Government 

Response Speed 

and Sentiments of 

Public 

Complaints: 

Empirical 

Evidence From 

Big Data on 

Public 

Complaints in 

South Korea 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keluhan publik dengan 

sentimen ketakutan cenderung 

menerima respons pemerintah 

yang lebih cepat sementara 

keluhan dengan sentimen 

Kesedihan cenderung ditangani 

dengan lambat. Pengaruh 

sentimen Ketakutan dan 

Kesedihan secara konsisten kuat 

dalam model riwayat peristiwa 

logistik, sementara sentimen 

Kemarahan tidak lagi signifikan 

secara statistik. Hasil tersebut 

berkontribusi pada literatur 

tentang psikologi politik dengan 

menunjukkan bahwa 

menghadapi keluhan publik 

yang didominasi oleh sentimen 

yang berbeda dapat 

memengaruhi efisiensi pegawai 

negeri. Selain itu, penelitian ini 

Fokus penelitian 

jurnal ini adalah 

menganalisis 

hubungan antara 

sentimen dalam 

pengaduan publik 

dengan kecepatan 

respons pemerintah 

di Korea Selatan. 

Studi ini 

menggunakan data 

besar dari 37.655 

pengaduan publik 

yang diajukan 

selama periode 

April 2021 hingga 

Maret 2022. Dengan 

mengaplikasikan 

analisis sentimen 

multidimensional 

dan model regresi 

binomial negatif, 
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merekomendasikan penyediaan 

konseling dan pelatihan berkala 

bagi pegawai negeri yang terus-

menerus menghadapi sentimen 

negatif dalam pengaduan publik. 

penelitian ini 

mengeksplor 

bagaimana berbagai 

sentimen, seperti 

Takut, Sedih, dan 

Marah, 

memengaruhi 

kecepatan 

pemerintah dalam 

merespons 

pengaduan. 

 

Jacobs et al, 

(2023) 

Responding to 

online complaints 

in webcare by 

public 

organizations: the 

impact on 

continuance 

intention and 

reputation 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi tentang CHV 

dalam webcare berkontribusi 

terhadap reputasi webcare 

sebagai alat manajemen reputasi, 

karena sebagai alat manajemen 

reputasi, karena mengarah pada 

skor reputasi yang lebih tinggi 

secara langsung yang juga tetap 

stabil setelah paparan berulang. 

Selain itu, niat untuk terus 

menggunakan webcare 

meningkat setelah terpapar 

berulang kali dengan respons 

webcare yang dianggap sebagai 

CHV, sehingga menjadi gaya 

komunikasi yang alami dan 

menarik, yang mengindikasikan 

bahwa ini adalah strategi yang 

efektif strategi yang efektif 

untuk layanan pelanggan juga. 

Tidak ada dampak substansial 

yang ditemukan untuk strategi 

respons dan keterlibatan 

pengguna keterlibatan pengguna 

dalam penanganan keluhan. 

Fokus penelitian ini 

adalah 

mengeksplorasi 

bagaimana 

tanggapan 

organisasi publik 

terhadap pengaduan 

online melalui 

"webcare" 

memengaruhi niat 

keberlanjutan 

(continuance 

intention) pengguna 

dan persepsi 

reputasi organisasi. 

Penelitian ini 

menggunakan dua 

studi eksperimental 

untuk menguji 

pengaruh nada 

komunikasi 

(corporate vs. 

conversational 

human voice) dan 

strategi tanggapan 

(akomodatif vs. 

defensif) terhadap 

persepsi keadilan 

dan reputasi 

organisasi publik. 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024) 

Berdasarkan tabel 1 penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa relevansi 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sistem laporan pengaduan 

dan aspirasi secara digital, khususnya pada SP4N-LAPOR!. Sementara itu, 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan 

teori, peneliti menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1980) sebagai tolak 

ukur keberhasilan implementasi SP4N-LAPOR!, teori ini berbeda dengan teori 

yang digunakan oleh penelitian sebelumnya sehingga tolak ukur keberhasilannya 

akan berbeda pula. 
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2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Tahap implementasi publik memiliki peran penting dalam proses kebijakan. 

Tahapan ini merupakan penentu apakah suatu kebijakan dapat berjalan dengan 

efektif atau tidak. Suatu kebijakan yang dirumuskan sebaik apapun tetapi tidak 

diimplementasikan dengan baik maka kebijakan tersebut tidak dapat menghasilkan 

suatu perubahan dan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut (Aneta, 2010). Pada 

dasarnya implementasi kebijakan ialah langkah yang dilakukan agar suatu 

kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, keberhasilan 

implementasi tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan saat ini, tetapi juga 

menjadi dasar untuk evaluasi dan pengembangan kebijakan yang lebih baik di 

kemudian hari (Raharjo, 2015).  

Pelaksanaan kebijakan publik bukan hanya berkaitan dengan lembaga administratif 

yang bertanggung jawab menjalankan program, partisipasi masyarakat serta 

pengaruh dari faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan sosial pun ikut terlibat 

(Desrinelti dkk, 2021). Dengan melakukan analisis implementasi kebijakan, maka 

kita dapat mengidentifikasi dampak yang muncul dari penerapan kebijakan tersebut 

serta melakukan perbaikan apabila diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diharapkan (Mansur, 2021). 

Menurut Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) pendekatan dalam implementasi 

kebijakan publik terdiri dari 3 (tiga) generasi. Generasi pertama dimulai tahun 

1970-an, ketika implementasi kebijakan dianggap sebagai masalah yang muncul 

karena hubungan antara proses perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Pada 

saat ini, studi proses pengambilan keputusan dalam administrasi publik dikaitkan 

dengan pelaksanaan kebijakan. Tahun 1980-an, generasi kedua mengadopsi 

pendekatan "top-down" untuk pelaksanaan kebijakan, yang menekankan peran 

penting birokrasi dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan melalui 

proses demokratis. Pada tahun 1990-an, generasi ketiga berpendapat bahwa 

tindakan para aktor implementasi kebijakan lebih penting dalam menentukan 

keberhasilan implementasi (Mansur, 2021).  

Grindle mengatakan bahwa pemahaman tentang implementasi kebijakan berarti 

tindakan administratif umum dilakukan yang dapat dianalisis pada tingkat program 
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tertentu. Apabila telah menetapkan tujuan dan sasaran, menyusun program 

kegiatan, dan menyiapkan dana untuk digunakan dalam mencapai sasaran, maka 

proses implementasi kebijakan ini akan dilaksanakan. Sementara itu, Solichin 

Abdul Wahab mengatakan bahwa individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau 

swasta melakukan implementasi sebagai tindakan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan. (Tresiana & Duadji, 2019). 

Charles O. Jones (1996) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah 

tindakan yang dimaksudkan untuk menjalankan program dengan 

mempertimbangkan tiga aktivitas utama yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. 

Ketiga aktivitas tersebut merupakan satu kesatuan yang berpengaruh dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai pedoman bagi para pelaksana 

kebijakan, perlu disadari bahwa tahap implementasi merupakan bagian paling sulit, 

karena pada tahap inilah berbagai masalah yang tidak terdeteksi saat perumusan 

kebijakan sering kali muncul di lapangan. Oleh sebab itu, penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan telah diorganisir dengan baik, produk kebijakan 

dijabarkan secara operasional, serta siap dan mudah diaplikasikan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan bersama (Tahir, 2011). 

George C. Edwards III dalam Aneta (2010) mengemukakan “In our approach to 

the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the 

preconditions for successful policy implementation?”. Untuk menjawab pertanyaan 

ini, Edwards III menemukan empat komponen penting untuk keberhasilan 

implementasi kebijakan: sumber daya, komunikasi, disposisi atau sikap, dan 

struktur birokrasi. Keempat faktor implementasi tersebut dianggap sangat penting 

dan faktor-faktor tersebut saling berhubungan erat, sehingga apabila terdapat faktor 

tidak terpenuhi maka faktor yang lain akan terpengaruh, hal ini dapat melemahkan 

efektivitas implementasi kebijakan publik secara keseluruhan. 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013) implementasi kebijakan 

dijalankan secara linear dari kebijakan publik, implementor, hingga kinerja 

kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn pun menyebutkan bahwa proses 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 variabel utama yang saling 

berhubungan memengaruhi proses implementasi kebijakan. Pertama, standar dan 
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sasaran kebijakan harus ditetapkan dengan jelas dan terukur, karena ketidakjelasan 

dalam hal ini dapat menyebabkan pemahaman yang berbeda, yang pada akhirnya 

menghambat keberhasilan implementasi. Kedua, sumber daya yang memadai, baik 

berupa tenaga manusia yang terampil maupun sumber daya lainnya untuk 

mendukung jalannya implementasi. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, 

implementasi kebijakan akan terhambat. Ketiga, hubungan yang baik antar 

organisasi juga menjadi faktor penting, di mana kerjasama yang sinergis antar 

instansi terkait akan memperlancar pelaksanaan kebijakan. Keempat, karakteristik 

agen pelaksana, seperti birokrasi yang ada, norma yang berlaku, serta pola 

hubungan dalam birokrasi akan mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan. 

Kelima, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada di masyarakat juga berperan 

besar, terutama bagaimana dukungan dari elit politik serta opini publik terhadap 

kebijakan tersebut. Terakhir, disposisi implementor yang meliputi respons terhadap 

kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi yang mencakup 

preferensi nilai akan menentukan seberapa besar komitmen mereka dalam 

melaksanakan kebijakan tersebut. Semua faktor ini saling berkaitan untuk dapat 

menghasilkan implementasi kebijakan yang baik. Pelaksanaan kebijakan dilakukan 

untuk mencapai kinerja yang baik dan terjadi dalam interaksi berbagai faktor. 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1980) mengungkapkan bahwa 

implementasi merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan kebijakan dasar, yang 

biasanya ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Secara ideal, keputusan tersebut 

mengidentifikasi permasalahan yang akan ditangani, merumuskan tujuan yang 

hendak dicapai, dan “mengarahkan” proses implementasinya melalui berbagai cara. 

Keduanya berpendapat bahwa peran krusial dari analisis implementasi adalah untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan dalam kebijakan selama keseluruhan proses implementasi. Faktor-

faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama yaitu tingkat 

kemudahan suatu permasalahan untuk diatasi (tractability of the problems), 

kemampuan kebijakan dalam proses implementasi (ability of statute to structure 

implementation), dan faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi 

(non-statutory variables affecting implementation). 
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Tabel 2. Perbandingan Teori Implementasi 

Aspek 
Model Charles 

O. Jones 

Model George 

C. Edwards III 

Model Van Meter 

dan Van Horn 

Model 

Mazmanian dan 

Sabatier 

Fokus utama Proses 

implementasi 

kebijakan yang 

dirancang untuk 

mengoperasikan 

sebuah program 

melalui tiga 

aktivitas utama: 

organisasi, 

interpretasi, dan 

aplikasi. 

Keberhasilan 

suatu kebijakan 

bergantung pada 

komunikasi, 

sumber daya, 

sikap pelaksana, 

dan organisasi 

birokrasi. 

Pelaksanaan 

kebijakan 

berlangsung secara 

berurutan antara 

kebijakan publik, 

pelaksana, dan hasil 

kebijakan publik. 

Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan publik 

berdasarkan pada 

kkarakteristik 

masalah, 

kemampuan 

kebijakan dalam 

proses 

implementasi, dan 

faktor lain diluar 

kebijakan yang 

mendukung atau 

menghambat 

implementasi.  

 

Indikator 1. Organisasi 

2. Interpretasi 

3. Aplikasi 

1. Komunikasi 

2. Sumber 

daya 

3. Sikap 

pelaksana 

4. Struktur 

birokrasi 

1. Standar dan 

sasaran 

kebijakan 

2. Sumber daya 

3. Hubungan 

antarorganisasi 

4. Karakteristik 

agen pelaksana 

5. Kondisi sosial, 

politik, dan 

ekonomi 

6. Disposisi 

implementor 

 

1. Tingkat 

kemudahan suatu 

permasalahan 

untuk diatasi  

2. Kemampuan 

kebijakan dalam 

proses 

implementasi 

3. Faktor di luar 

kebijakan yang 

mempengaruhi 

implementasi 

Pendekatan Teori ini 

memastikan 

bahwa kebijakan 

diorganisir 

dengan baik 

sehingga siap 

untuk 

diaplikasikan 

dan mencapai 

tujuan yang 

diinginkan. 

Teori ini 

menekankan 

bahwa faktor-

faktor 

keberhasilan 

implementasi 

saling berkaitan 

dan berpengaruh 

pada efektivitas 

implementasi 

kebijakan publik 

secara 

keseluruhan. 

Teori ini 

menegaskan bahwa 

dalam kebijakan, 

standar dan sasaran 

tertentu harus 

dicapai oleh para 

pelaksana, hal ini 

dilakukan untuk 

meraih kinerja yang 

tinggi dan 

berlangsung dalam 

antar hubungan 

berbagai faktor. 

Teori ini 

menegaskan 

bahwa 

implementasi 

kebijakan 

dipandang sebagai 

suatu proses yang 

dipengaruhi oleh 

tiga indikator 

yang harus 

berinteraksi secara 

harmonis agar 

tujuan kebijakan 

dapat diwujudkan 

secara efektif dan 

berkelanjutan. 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024) 
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Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan 

Sabatier (1980). Alasan peneliti memilih teori tersebut adalah karena teori ini 

memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu tingkat kemudahan suatu 

permasalahan untuk diatasi, kemampuan kebijakan dalam proses implementasi, dan 

faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi. Teori ini tidak hanya 

menekankan pada isi kebijakan dan struktur kelembagaan, tetapi juga 

memperhatikan pengaruh kondisi eksternal seperti komitmen pelaksana dan 

dukungan publik yang relevan dengan konteks pelaksanaan kebijakan. Hal ini 

sejalan dengan hasil pra-riset peneliti yang menemukan adanya kendala dalam 

pemahaman masyarakat, lambatnya tindak lanjut pengaduan, serta terbatasnya 

informasi dalam implementasi SP4N-LAPOR! di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat 

mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses implementasi 

secara lebih mendalam melalui indikator yang ada pada teori implementasi menurut 

Mazmanian dan Sabatier. Teori ini digunakan untuk membantu menganalisis 

mengenai implementasi SP4N-LAPOR! dalam peningkatan layanan pengaduan 

serta hambatan yang muncul selama proses implementasi secara lebih mendalam di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.  

 

2.3 Digital Governance 

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya bentuk tata kelola baru 

yang dikenal sebagai digital governance. Dalam konteks ini, digital governance 

menjadi penting karena mampu menjawab tantangan tata kelola di era pertukaran 

digital yang semakin kompleks, cepat, dan berskala luas (Hanisch et al, 2023). 

Digital governance mencakup dua dimensi utama, yaitu interaksi antara 

pemerintah, masyarakat, dan sektor privat, serta proses internal pemerintahan, di 

mana integrasi teknologi digital diarahkan untuk menyederhanakan prosedur 

sekaligus meningkatkan efektivitas dan kualitas tata kelola dalam ranah politik, 

administrasi, dan ekonomi (Algazo & Ibrahim, 2021). 
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Digital governance dapat dipahami sebagai suatu pendekatan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) ke dalam berbagai aspek pelayanan dan administrasi publik. 

Melalui penerapan sistem digital, pemerintah berupaya untuk meningkatkan 

efisiensi kerja birokrasi, mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, serta 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan 

keputusan dan pelayanan publik (Ilhami, 2024). Digital Governance merupakan 

hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dalam 

sistem tata kelola pemerintahan. Penerapan konsep ini memberikan berbagai 

manfaat, salah satunya adalah memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses 

yang lebih mudah terhadap informasi publik (Almeida et al, 2020).  

Terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dari konsep digital governance dan 

menjadi dasar dalam penerapan teknologi informasi untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Salah satu prinsip utamanya ialah 

keterbukaan, prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik 

serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, 

aspek keamanan dan privasi juga menjadi hal yang krusial, mengingat perlunya 

perlindungan terhadap integritas dan kerahasiaan data yang dihimpun serta diolah 

oleh instansi pemerintah (Ilhami, 2024). Penerapan transparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan memberikan peluang bagi masyarakat untuk 

mengetahui berbagai kebijakan yang sedang direncanakan maupun yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, transparansi juga mendorong partisipasi 

masyarakat dalam bentuk masukan atau tanggapan terhadap kebijakan yang telah 

diterapkan (Masiero, 2016). 

 

2.4 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) adalah layanan pengaduan dan aspirasi 

masyarakat Indonesia yang dapat diakses melalui berbagai saluran, seperti 

https://lapor.go.id SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, dan Three), Twitter 

@lapor1708, dan aplikasi mobile yang dapat diinstal pada perangkat android atau 

https://lapor.go.id/


18 

 

iOS (Haspo & Frinaldi, 2020). KemenPANRB bertanggung jawab atas pengelolaan 

SP4N-LAPOR!, sistem ini pertama kali diinisiasikan pada tahun 2011 dan 

kemudian dikembangkan oleh kantor staf presiden (Wulandari, 2023). SP4N-

LAPOR! dibentuk untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan hak nya 

dengan bentuk pengaduan ataupun aspirasi yang disalurkan langsung kepada pihak 

penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. SP4N-LAPOR! bertujuan untuk 

mempermudah penyelenggara dalam mengelola pengaduan masyarakat dengan 

cara yang sederhana, cepat, akurat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, 

memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan 

pengaduan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (LAPOR!, 2024).  

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 program ini diresmikan sebagai Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Nurhadi dkk., 2023). SP4N-

LAPOR! adalah sebuah inovasi dalam pelayanan publik yang berfokus pada 

government to citizens (G2C). Sistem ini menerapkan teknologi informasi untuk 

membangun interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui SP4N-

LAPOR!, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan, masalah, 

ataupun aspirasinya terkait pelayanan publik. Dengan begitu, SP4N-LAPOR! 

berperan penting dalam mendukung peningkatan pelayanan publik serta 

mendorong masyarakat untuk lebih partisipatif (Yahya & Setiyono, 2022). 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) didirikan 

dengan tujuan menerapkan kebijakan " no wrong door policy" yang melindungi hak 

masyarakat untuk melaporkan setiap pengaduan kepada penyelenggara pelayanan 

publik yang berwenang, apapun jenisnya (Nurhadi dkk, 2023). Menurut Direktorat 

Jenderal Aplikasi Informatika "no wrong door policy" adalah konsep penanganan 

pengaduan layanan publik yang menekankan pada gagasan untuk menerima 

pengaduan dari berbagai sumber dan jenis serta memastikan bahwa pengaduan 

tersebut dikirim ke penyedia layanan publik yang berwenang untuk diproses 

(Nugroho dkk, 2023). 

SP4N-LAPOR! memberikan berbagai fitur yang lengkap dan dirancang untuk 

memudahkan masyarakat dalam menggunakannya. Hal ini dapat mempermudah 
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masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau aspirasi mereka kepada 

pemerintah. Terdapat fitur anonim yang dapat digunakan oleh masyarakat apabila 

pelapor tidak ingin identitasnya diketahui oleh pihak terlapor. Selain itu, terdapat 

fitur tracking ID yang memudahkan masyarakat untuk memantau proses tindak 

lanjut laporan mereka, apakah sudah direspons atau masih dalam proses terkirim. 

SP4N-LAPOR! menggunakan sistem otomatis dalam mendistribusikan informasi 

dan laporannya kepada instansi terkait dalam laporan tersebut (Fatimah, 2022). 

 

2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Dalam penelitian ini, teori implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier (1980) yang 

akan digunakan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana 

implementasi SP4N-LAPOR! dalam peningkatan layanan pengaduan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Selain itu, peneliti juga 

akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Peneliti 

berharap dapat membantu meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam 

menggunakan SP4N-LAPOR! untuk menyampaikan aspirasi dan laporannya. 

Selain itu, peneliti berharap dapat memberikan saran dan masukan untuk 

memperbaiki implementasi SP4N-LAPOR! agar lebih optimal menjadi sarana 

pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat dalam meningkatkan layanan 

pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.  
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Kerangka pikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

  

Penerapan SP4N-LAPOR! yang belum optimal di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2015 tentang 

Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

Penerapan SP4N-LAPOR! yang optimal dan 

masyarakat yang lebih partisipatif dalam 

penyampaian aduan atau aspirasi lewat SP4N-

LAPOR! yang dapat membantu pemerintah dalam 

mengetahui kebutuhan masyarakat 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024) 

Gambar 4. Kerangka pikir penelitian 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1980) berpendapat 

bahwa terdapat 3 indikator utama yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan, yaitu: 

1. Tingkat kemudahan suatu permasalahan untuk diatasi  

2. Kemampuan kebijakan dalam proses implementasi 

3. Faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan 

metode ini peneliti dapat mencapai hasil yang mencakup deskripsi data yang rinci. 

Berdasarkan pendapat Moleong (2013), penelitian kualitatif bertujuan untuk untuk 

mendapatkan pemahaman secara menyeluruh tentang subjek penelitian, dengan 

menggunakan berbagai metode ilmiah untuk mendapatkan wawasan yang lebih 

mendalam (Fiantika dkk, 2022). Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat 

mengeksplorasi lebih dalam fenomena sosial yang melibatkan perilaku, kejadian, 

lokasi, dan waktu tertentu. 

Peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan 

menjawab permasalahan yang ada, khususnya dalam konteks implementasi SP4N-

LAPOR!. Pendekatan ini memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui hasil 

dari wawancara, observasi, catatan ilmiah, dan dokumentasi. Dengan gabungan 

metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, peneliti bermaksud untuk 

menjelaskan terkait implementasi SP4N-LAPOR! di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya ialah masalah penelitian. Adanya fokus penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan batasan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak meluas dan 

tidak membahas hal-hal diluar konteks penelitian.  

1. Fokus pertama dalam penelitian ini adalah implementasi dari SP4N-LAPOR! 

dalam peningkatan layanan pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tangerang. Peneliti menggunakan teori implementasi 

kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (1980) yang menyatakan bahwa 
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implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga indikator utama. 

Tabel 3. Fokus Penelitian 

Fokus Aspek 

Implementasi Tingkat kemudahan 

suatu permasalahan 

untuk diatasi 

Mengidentifikasi sejauh mana permasalahan 

pelayanan pengaduan dapat diatasi melalui 

SP4N-LAPOR! sebagai alat pengaduan digital 

untuk masyarakat  

 

Kemampuan kebijakan 

dalam proses 

implementasi  

 

Mengidentifikasi kebijakan terkait SP4N-

LAPOR! yang mendukung pelaksanaan SP4N-

LAPOR! di tingkat nasional, daerah, dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tangerang 

 

Faktor di luar kebijakan 

yang mempengaruhi 

implementasi  

Mengidentifikasi kondisi sosial dan teknologi 

yang mempengaruhi dukungan masyarakat 

serta komitmen dan keterampilan implementor 

dalam melaksanakan penerapan SP4N-

LAPOR!  

 

Sumber: Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1980) 

2. Fokus kedua pada penelitian ini terkait faktor penghambat dalam implementasi 

SP4N-LAPOR! dalam peningkatan layanan pengaduan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Peneliti akan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi 

SP4N-LAPOR!. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada 

temuan peneliti terkait fenomena SP4N-LAPOR! di dinas tersebut. Hasil dari 

temuan tersebut terlihat bahwa di dinas ini penggunaan SP4N-LAPOR! masih 

belum optimal dan masyarakat masih banyak memilih menggunakan pengaduan 

secara langsung. Dengan begitu, penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan diharapkan dapat memberikan 

masukan terkait penerapan SP4N-LAPOR! dalam peningkatan layanan pengaduan 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang agar lebih baik 

dan dapat lebih optimal pelaksanaannya.  



23 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data acuan diperoleh dari fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

langkah untuk menyelesaikan masalah atau mencari jawaban atas pertanyaan yang 

ada dalam penelitian (Fauzia, 2024). Berikut merupakan jenis dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian. 

1. Data primer  

Pada penelitian ini data primer yang didapat merupakan informasi dari sumber 

daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan dan memiliki pemahaman langsung 

terkait masalah yang akan diteliti. Dengan wawancara melalui informan dan 

observasi, peneliti memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi 

SP4N-LAPOR! serta hambatan yang muncul pada saat implementasi SP4N-

LAPOR!.  

2. Data sekunder 

Pada penelitian ini data sekunder yang didapat berupa dokumen atau informasi 

tertulis dari beberapa sumber data yang digunakan sebagai informasi tambahan, 

yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, artikel, jurnal, situs resmi 

pemerintah, ataupun data lainnya yang selaras dan mendukung penelitian ini.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih untuk bertukar informasi terkait topik tertentu (Fiantika dkk., 2022). 

Teknik ini biasanya dikolaborasi dengan observasi yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang lebih mendalam sehingga informasi yang didapatkan 

lebih akurat. Menurut Sugiono, terdapat dua metode wawancara yang dapat 

dilakukan, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur (Wibawa, 

2020). Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur dengan topik 

dan pertanyaan wawancara yang telah disesuaikan dengan pedoman wawancara. 
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Tabel 4. Informan penelitian 

No. Nama Informan Informasi yang didapat 

1 Dicky 

Purnama 

Koerniawan, 

ST., M.Si. 

Analis kebijakan 

ahli muda 

bidang 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

1. Sejauh mana SP4N-LAPOR! mempermudah 

penyelesaian pengaduan masyarakat di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang. 

2. Seberapa jelas dan efektif kebijakan yang 

mengatur pelaksanaan SP4N-LAPOR! di 

tingkat nasional, daerah, dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang. 

3. Pengaruh kondisi sosial dan teknologi, serta 

kesiapan pegawai dan dukungan masyarakat 

terhadap keberhasilan implementasi SP4N-

LAPOR!. 

4. Faktor penghambat dalam implementasi SP4N-

LAPOR! 

 

2 Rizki 

Amalia, 

A.Md 

Pengolah data 

dan Informasi 

serta Admin 

SP4N-LAPOR! 

1. Sejauh mana SP4N-LAPOR! mempermudah 

penyelesaian pengaduan masyarakat di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang. 

2. Seberapa jelas dan efektif kebijakan yang 

mengatur pelaksanaan SP4N-LAPOR! di 

tingkat nasional, daerah, dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang. 

3. Pengaruh kondisi sosial dan teknologi, serta 

kesiapan pegawai dan dukungan masyarakat 

terhadap keberhasilan implementasi SP4N-

LAPOR!. 

4. Faktor penghambat dalam implementasi SP4N-

LAPOR! 

 

3 Wisnu 

Wardhana, 

SE., M.Si. 

Kepala Bidang 

Pendaftaran 

Penduduk  

1. Sejauh mana SP4N-LAPOR! mempermudah 

penyelesaian pengaduan masyarakat di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang. 

2. Seberapa jelas dan efektif kebijakan yang 

mengatur pelaksanaan SP4N-LAPOR! di 

tingkat nasional, daerah, dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang. 

3. Pengaruh kondisi sosial dan teknologi, serta 

kesiapan pegawai dan dukungan masyarakat 

terhadap keberhasilan implementasi SP4N-

LAPOR!. 

4. Faktor penghambat dalam implementasi SP4N-

LAPOR! 
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4 Nuryadi, S.H Kepala Bidang 

Pencatatan Sipil 

1. Sejauh mana SP4N-LAPOR! mempermudah 

penyelesaian pengaduan masyarakat di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang. 

2. Seberapa jelas dan efektif kebijakan yang 

mengatur pelaksanaan SP4N-LAPOR! di 

tingkat nasional, daerah, dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang. 

3. Pengaruh kondisi sosial dan teknologi, serta 

kesiapan pegawai dan dukungan masyarakat 

terhadap keberhasilan implementasi SP4N-

LAPOR!. 

4. Faktor penghambat dalam implementasi SP4N-

LAPOR! 

 

5 1. Afifah 

2. Naila 

3. Tantri 

Pengguna 

Aplikasi SP4N-

LAPOR! 

(Masyarakat 

Kabupaten 

Tangerang) 

1. Pemahaman masyarakat terkait SP4N-LAPOR! 

2. Tanggapan masyarakat dengan kehadiran 

SP4N-LAPOR! sebagai alat pengaduan digital 

3. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan 

SP4N-LAPOR! untuk menyampaikan 

pengaduan dan aspirasi. 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024) 

2. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan pada subjek atau objek penelitian. 

Dalam proses observasi, data yang didapatkan terkait sikap, perilaku, tindakan, 

serta interaksi anatar individu (Raco, 2010). Peneliti melakukan observasi dalam 

implementasi SP4N-LAPOR! mengenai bagaimana penerapan SP4N-LAPOR! 

dalam mempermudah masyarakat dan apa saja hambatan yang terjadi dalam 

implementasi SP4N-LAPOR! di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tangerang.  

Tabel 5. Daftar observasi 

No. Objek Informasi yang didapat 

1 Admin SP4N-LAPOR! Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tangerang 

 

1. Proses koordinasi dengan pihak pelapor dan 

masalah yang dilaporkan. 

2. Sistematika penyelesaian laporan. 

3. Laporan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! 

secara tahunan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil kabupaten Tangerang. 

 

2 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tangerang 

Informasi mengenai alur tindak lanjut penanganan 

pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, ketersediaan 

sarana pendukung dan pembagian tugas antar 

pegawai, dan dukungan internal dalam pelaksanaan 
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sistem pengaduan digital di Disdukcapil Kabupaten 

Tangerang. 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024) 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dari dokumen-dokumen arsip, 

peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang serta memberikan 

pemahaman mendalam terkait subjek penelitian. 

Tabel 6. Daftar dokumen 

No. Dokumen Data yang didapat 

1 Profil Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 

Gambaran Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 

 

2 Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik  

Tentang kewajiban setiap instansi 

menyediakan mekanisme pengaduan publik 

yang transparan dan akuntabel 

 

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No. 62 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Sistem Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional 

 

Tentang kewajiban seluruh instansi 

pelayanan publik untuk menggunakan SP4N-

LAPOR! sebagai sistem pengaduan nasional 

 

4 Peraturan Bupati Tangerang No. 20 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik 

Tentang kewajiban menggunakan SP4N-

LAPOR! pada seluruh instansi di Kabupaten 

Tangerang 

 

5 SOP layanan pengaduan administrasi 

kependudukan melalui daring (SP4N-

LAPOR!) 

Tentang teknis penanganan pengaduan 

melalui SP4N-LAPOR! 

 

6 Surat Keputusan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tangerang tahun 2022 

Tentang petugas yang menangani laporan 

melalui SP4N-LAPOR! beserta tugas dan 

fungsinya 

 

7 Laporan Tahunan SP4N-LAPOR! 

Kabupaten Tangerang tahun 2024 

Mengenai alur proses pengaduan melalui 

SP4N-LAPOR!  

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024) 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam metode penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan melalui beberapa 

tahap yaitu saat pengumpulan data, setelah pengumpulan data, atau selama periode 

tertentu setelah selesainya proses pengumpulan data. Menurut Miles et al. (2014) 

proses analisis data mencakup beberapa kegiatan, diantaranya: 
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1. Pegumpulan Data 

Tahap pengumpulan data merupakan proses dalam penelitian kualitatif yang 

mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

yang relevan, mendalam, dan kontekstual sesuai dengan fokus penelitian. Dalam 

pendekatan kualitatif, data tidak hanya dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian secara langsung, tetapi juga untuk memahami makna di balik fenomena 

sosial yang sedang diteliti.  

2. Reduksi Data  

Tahap reduksi data merupakan bagian penting dalam proses analisis kualitatif yang 

bertujuan untuk menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, 

serta mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini 

dilakukan dengan cara menghilangkan data yang tidak relevan dan menyusun 

informasi secara sistematis untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Pada tahap 

ini, kegiatan pengorganisasian data berperan dalam membantu peneliti agar lebih 

mudah melanjutkan proses analisis pada tahapan berikutnya.  

3. Penyajian Data  

Tahap selanjutnya dalam proses analisis data adalah penyajian atau penampilan 

data. Tahapan ini bertujuan untuk menyusun informasi yang telah terorganisir agar 

membentuk gambaran yang utuh, sehingga dapat membantu peneliti dalam menarik 

kesimpulan serta menentukan langkah atau keputusan yang tepat. Penyajian data 

menjadi sarana untuk menafsirkan hasil temuan berdasarkan hubungan antara data 

yang dikumpulkan dengan fokus penelitian. Bentuk penyajian data dapat disajikan 

dalam berbagai format visual seperti matriks, grafik, tabel, dan media lainnya yang 

mendukung pemahaman terhadap data yang diperoleh. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  

Tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan 

kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan hasil akhir dari penelitian, baik 

berupa kesimpulan sementara yang muncul selama proses pengumpulan data 

berlangsung, maupun kesimpulan akhir yang diperoleh setelah seluruh data 

dianalisis secara menyeluruh. Proses ini mencerminkan aktivitas analisis yang terus 

berlangsung sejak awal penelitian, di mana peneliti mulai menilai makna dari data 

berdasarkan keteraturan, pola, hubungan sebab-akibat, serta konfigurasi yang 
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mungkin terbentuk. Namun demikian, dalam penelitian kualitatif, proses penarikan 

kesimpulan harus dipahami secara kontekstual dan terbuka, karena permasalahan 

serta rumusan masalah dapat berubah dan berkembang seiring berjalannya proses 

penelitian. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2013) teknik keabsahan data merupakan tolak ukur yang 

digunakan untuk menilai keabsahan data yang didapatkan. Dalam penelitian 

kualitatif, tolak ukur yang digunakan untuk dasar keabsahan data yaitu: 

1. Kredibilitas  

Uji kredibilitas bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepercayaan pada data 

yang dihasilkan, serta menentukan data tersebut dapat dianggap valid atau tidak. 

Untuk melakukan penilaian kredibilitas, peneliti melakukan triangulasi sumber 

yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi 

sumber digunakan untuk memberikan validasi data penelitian dengan melakukan 

analisis silang dari beberapa sumber. 

2. Keteralihan  

Pemeriksaan transferbilitas data dilakukan dengan memberikan penjelasan 

komprehensif dan tepat terkait hasil penelitian, serta menjelaskan konteks di mana 

penelitian tersebut dilakukan. Suatu penelitian harus memberikan uraian secara 

rinci, jelas, dan sistematis agar hasil penelitian mudah dipahami, dengan begitu 

penelitian tersebut baru dapat dikatakan memenuhi standar keteralihan. 

3. Keandalan  

Uji keandalan dilakukan dengan melihat apa yang dilakukan oleh peneliti, mulai 

dari penentuan masalah atau fokus penelitian, kegiatan lapangan, menentukan 

informan, analisis data dan informasi, hingga proses penarikan kesimpulan. 

Temuan penelitian dapat dikatakan tidak dapat diandalkan jika data yang diperoleh 

ada tetapi proses penelitian tidak terdokumentasi atau tidak dilakukan. 

4. Kepastian  

Uji kepastian biasa disebut juga dengan objektivitas penelitian. Tolak ukur ini 

merupakan aspek penting dalam pertimbangan penelitian akademis. Uji kepastian 

setara dengan uji keandalan. Uji kepastian dilakukan selama penelitian 
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berlangsung, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap hasil yang 

didapatkan merupakan hasil dari proses yang sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait 

implementasi SP4N-LAPOR dalam peningkatan layanan pengaduan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi SP4N-LAPOR! di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tangerang dalam rangka peningkatan layanan pengaduan yang 

ditinjau menggunakan teori implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier 

(1980), belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa indikator 

menunjukkan pelaksanaan yang sudah terstruktur, seperti pada aspek 

kemampuan kebijakan yang ditunjang oleh dasar hukum dari tingkat nasional 

hingga internal dinas, serta kejelasan struktur tugas melalui Surat Keputusan 

dan SOP. Hal ini menunjukkan bahwa perancangan kebijakan SP4N-LAPOR! 

telah memiliki dasar hukum yang kuat, serta arahan teknis yang jelas di tingkat 

operasional. Namun, terdapat kendala yang masih menjadi penghambat dalam 

implementasinya. Pada indikator tingkat kemudahan permasalahan untuk 

diatasi, meskipun permasalahan layanan yang diadukan bersifat administratif 

dan teknisnya mudah dipecahkan, proses tindak lanjut laporan masih terhambat 

oleh lambannya respons dari dinas. Hal ini dipicu oleh alur disposisi yang 

panjang dan kurangnya transparansi terhadap data penanganan pengaduan. 

Selain itu, masih adanya kesenjangan digital membuat kelompok tertentu, 

seperti lansia atau masyarakat dengan literasi digital rendah, mengalami 

kesulitan dalam mengakses aplikasi. Selanjutnya, pada indikator faktor luar 

kebijakan, partisipasi masyarakat terhadap penggunaan SP4N-LAPOR! terus 

meningkat, yang mengindikasikan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap 

sistem ini. Namun, hal ini belum sepenuhnya seimbang dengan kesiapan teknis 

dan sumber daya manusia. Masih ditemukan kendala teknis seperti gangguan 
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jaringan internet dan sistem SP4N-LAPOR! yang tidak stabil, baik dari sisi 

masyarakat maupun petugas. Kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan 

sejak 2021 juga menjadi faktor lemahnya kapasitas pelaksana dalam 

memaksimalkan layanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!. Hasil ini 

menunjukkan bahwa implementasi SP4N-LAPOR! telah memiliki dasar 

struktural yang kuat namun masih menghadapi tantangan pada aspek 

responsivitas, keterbukaan data, dan dukungan infrastruktur. Berdasarkan teori 

Mazmanian dan Sabatier (1980), hambatan yang bersumber dari luar isi 

kebijakan maupun faktor-faktor dalam proses implementasi menunjukkan 

perlunya upaya penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas pelaksana, serta 

pemerataan akses terhadap teknologi agar sistem pengaduan ini dapat berfungsi 

secara optimal dan berkelanjutan di masa mendatang. 

2. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi SP4N-LAPOR! dalam 

peningkatan layanan pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tangerang yaitu keterlambatan respons dalam penanganan laporan 

yang disebabkan oleh keterlambatan disposisi laporan serta kendala sistem dan 

jaringan internet yang menghambat kelancaran proses penanganan pengaduan 

serta berdampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat dalam 

menggunakan SP4N-LAPOR!. Hasil ini memiliki implikasi signifikan 

terhadap teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1980), yang 

menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya 

dipengaruhi oleh isi kebijakan semata, tetapi juga sangat bergantung pada 

faktor struktural, teknis, serta dukungan sumber daya manusia yang memadai. 

Kurangnya kecepatan respons, gangguan jaringan, lemahnya koordinasi, dan 

minimnya pelatihan menunjukkan bahwa implementasi SP4N-LAPOR! masih 

memerlukan penguatan di berbagai aspek tersebut. 

Meskipun demikian, terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini yang perlu 

diperhatikan. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sehingga temuan yang dihasilkan tidak 

dapat digeneralisasikan ke instansi pemerintah lainnya yang memiliki karakteristik 

organisasi, volume layanan, serta pendekatan pengelolaan pengaduan yang 

berbeda. Selain itu, jumlah informan yang diperoleh oleh peneliti juga terbatas 
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pada sejumlah pegawai yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan SP4N-

LAPOR! dan beberapa responden dari masyarakat pengguna layanan. 

Keterbatasan jumlah dan keragaman latar belakang informan ini dapat 

memengaruhi kedalaman analisis, khususnya dalam menggambarkan berbagai 

pengalaman dan persepsi terhadap efektivitas sistem pengaduan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti bermaksud memberikan 

saran dalam implementasi SP4N-LAPOR! yang semoga dapat bermanfaat bagi 

pihak terkait, sebagai berikut: 

1. Perlu adanya sistem disposisi otomatis di dalam platform SP4N-LAPOR! agar 

setiap laporan yang masuk dari masyarakat dapat langsung diteruskan secara 

sistematis ke instansi yang berwenang, berdasarkan kategori laporan yang telah 

dipilih oleh pelapor. Dengan perkembangan sistem ini, proses pemilahan dan 

pengalihan laporan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada admin nasional 

secara manual, sehingga dapat mempercepat alur tindak lanjut dan 

meminimalisasi potensi keterlambatan akibat proses birokrasi internal. 

2. Penguatan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan bimbingan teknis 

secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan SP4N-LAPOR!. 

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan 

teknis, serta kapasitas pegawai dalam mengoperasikan sistem pengaduan 

digital secara efektif dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) 

yang berlaku.  

3. Penguatan insfrastruktur teknologi, khususnya pada aspek stabilitas website 

dan server SP4N-LAPOR!, agar sistem tetap dapat diakses secara optimal oleh 

masyarakat dalam kondisi lalu lintas akses yang tinggi. Peningkatan kapasitas 

server serta pengawasan berkala terhadap performa sistem menjadi sangat 

penting untuk menjamin keberlangsungan layanan pengaduan digital yang 

cepat, responsif, dan tidak mudah terganggu. 
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